SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Menimbang

Mengingat

KOTA SAMARINDA TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25
ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik,
maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
untuk jangka waktu 20 tahun dan peninjauan ulang setiap
S tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);



2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);



9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
SPM PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1891);

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2023 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.

Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau
kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen,
dan asrama.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD
adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu
kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan
pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air
limbah domestik.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan
yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang
selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-
sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan
yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara
kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke
badan air permukaaan.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah
instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah
lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD
adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut
BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT
SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan
Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yangbersifat mandiri untuk
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut
UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan Sebagian
kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
Kabupaten/Kota.

Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya
menyelenggarakan SPALD.

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan
yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.



(1)

(2)
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(1)
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan
penyelenggaraan pengembangan SPALD berdasarkan perencanaan yang
efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.
Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar Pemerintah Daerah Kota Samarinda
memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu,
sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat,
serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah,
swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini membentuk dan menetapkan Rencana Induk
penyelenggaraan SPALD.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kembali paling lama 5 (tiga) tahun setelah berlakunya Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 4

Sistematika Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BABII Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk

BAB III Deskripsi Daerah Perencanaan

BAB IV Analisis Kondisi Sistem Pengeleolaan Air Limbah Domestik Kota
Samarinda

BABV  Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

BAB VI Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB VIII Daftar Pustaka

Sistematika Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Dokumen yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 2 Oktober 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
RUSMADI

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 508

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUIN{SRAN, SH
Penata Tiﬁ[lgkat [/10Id

NIP. 19800509 200604 1 011




